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ABSTRAK

Anak merupakan penerus bangsa, sehingga perlindungan terhadap anak
sangat dibutuhkan, termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum. namun
demikian perlindungan bagi anak dalam proses penyidikan acapkali
terkesampingkan, hal ini dibuktikan masih adanya kekerasan terhadap anak dalam
proses penyidikan dan juga waktu yang lama dalam proses penyidikan juga
membuat anak tertekan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses
pelaksanan diversi dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak
sebagai wujud dari prinsip restorative justice di Polres Grobogan dan untuk
menganalisis kendala dan solusi dalam kendala dan solusi dalam pelaksanan
diversi proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu
metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap
obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana
adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum.

Berdasarkan analisis data yang ada ditemukan fakta bahwa perlindungan
anak dalam proses penyidikan di wilayah Grobogan belum mampu berjalan
dengan efektiv, sebagian besar anak atau remaja di Grobogan yang berhadapan
dengan hukum diputuskan. oleh hakim untuk masuk di LAPAS anak selain itu
panjangnnya proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
mengakibatkan anak tertekan dan dapat menjadikan psikologi anak semakin
terguncang. Hal ini jelas akan berakibat pada tumbuh kembang jiwa anak dan juga
masa depan anak Restorative justice hadir sebagai upaya lain dalam menegakan
hukum dengan tidak menciderai hak anak; restorative justice ini dilakukan dengan
jalan melakukan diversi. restorative justice pada penanganan anak Yyang
berkonflik dengan hukum dapat diupayakan pada pernegakan hukum melalui
upaya diversi. Pelaksanaan diversi dalam perkara anak untuk anak dengan sanksi
pidana 1 tahun. Kendala dari pelaksaaan restorative justice dalam penyidikan
kasus pidana anak ialah kurangnya sarana dan pra-sarana, belum adanya peraturan
pelaksana terkait pengawasan perlindungan anak dalam penyidikan, adanya fakta
bahwa orangtua pelaku menghalagi penyidikan akibat tidak ingin anaknya
dipenjara, dan adanya penyimpangan hasil mediasi non-penal oleh keluarga
pelaku yang dapat merugikan korban.

Kata Kunci: (Anak, Diversi, Pidana, Restorative Justice)



ABSTRACT

Children are the successor of the nation, so protection for children is
needed, including for children who are in conflict with the law. however,
protection for children in the investigation process is often neglected, this is
evidenced by the fact that there is still violence against children in the
investigation process and also the long time in the investigation process also
makes children depressed. This study aims to describe the process of
implementing diversion in the process of investigating juvenile offences as a
manifestation of the principles of restorative justice at the Grobogan Police and
to analyze the constraints and solutions in the implementation of diversion in the
investigation process of criminal cases.

The type of research used in this research is descriptive analytical legal
research. Analytical descriptive legal research is a method that functions to
describe or give an overview of the object under study through data or samples
that have been collected as they are without conducting analysis and making
general conclusions.

Based on the analysis of existing data, it was found that child protection in
the investigation process in the Grobogan area had not been able to run
effectively, most of the children or adolescents in Grobogan who were in conflict
with the law were decided by judges to enter the juvenile correctional institution
in addition to the lengthy legal process against children who were confronted with
the law causes the child to be depressed and can make the child's psychology even
more shaken. This will obviously result in the growth and development of the
child's soul and also the future of the child. Restorative justice is present as
another effort to uphold the law by not injuring children’s rights, this restorative
justice is carried out by means of diversion. restorative justice in the handling of
children in conflict with the law can be pursued in law enforcement through
diversion efforts. Implementation of diversion in child cases for children with a
criminal sanction of 1 year. Obstacles in the implementation of restorative justice
in the investigation of juvenile criminal cases are the lack of facilities and
infrastructure, the absence of implementing regulations regarding the supervision
of child protection in investigations, the fact that the parents of the perpetrators
hindered the investigation due to not wanting their children to be imprisoned, and
the existence of irregularities in the results of non-penal mediation. by the
perpetrator's family which can be detrimental to the victim.

Keywords: (Children, Crime, Diversion, Restorative Justice)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, yang
dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dengan
salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan
sama dalam martabat dan hak-haknya. Berdasarkan Kesepakatan PBB
tersebut, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan
kemampuan dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia
internasional tertuang dalam (1) 1959 UN General Assembly Declaration on
the Rights of the Child; (2) 1966 International Covenant on Civil and Rights
of the Child; (3) 1966 International Covenant on Economic, Social & Cultural
Right; (4) 1989 UN Convention on the Rights of the Child.*

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling
komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.?
Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak
Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB
yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.°

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah

! Muhammad Azil Maskur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile
Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia”, Pandecta: Research Law Journal, Vol.7,
No.2, 2012, hal.172

% Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak
Dalam Sistem Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia”, Jurnal Yuridika, Vol.32, No.l,
Januari 2017, hal.167.

® Hardianto Djanggih, “Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban
Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30, No.2,
Juni 2018, hal.317



diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Predisen Nomor 37
Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-
prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik
bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang.
Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan
terhadap hak-hak anak, namun dalam kenyataannya masih belum
mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang
terbaik untuk kepentingan anak.”

Dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang RI° Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa “Perlindungan Anak adalah
segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi “. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya
suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku
tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi
saksi tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan
5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

* Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Anak Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2, Juli 2016, 163-174.



Anak memiiki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang
dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan,
perlakuan salah dan eksploitasi.’> Berbagai kasus tindak pidana yang
melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual
dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan
kehawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta penegak hukum.®

Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh
anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian,
kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan
sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang
pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam
berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari
perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual
serta kekerasan penelantaran.’

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada
Undang-Undang-Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap
harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses

penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh

® Nur Rochaeti, “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.2, April 2015,
hal.150

® Ulang Mangun Sosiawan, “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal Penelitiatn Hukum DE JURE, Vol.16, No.4,
Desember 2016, hal.428

" Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak
Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 111
No. 2 Mei - Agustus 2016, him. 173.



kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah
melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat
penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak
dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.
Padahal anak di dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan berkembang
sebagaimana seharusnya dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus
mendapat keadilan secara filosofis termasuk menggeser pendekatan hukum
retributif kearah restoratif.?

Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas,
Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal
sebagai berikut: Pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk
menghasilkan keadilan; Kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak
tidak mengalami penurunan; Ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan
anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan
kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima,
pendekatan yang terlalu legalistik.’

Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan

perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan

& Bambang Sukoco, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015,
Pendekatan Restoratife Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cyber dengan Pelaku
Anak, makalah disusun sebagai tugas mata kuliah hukum pidana dan perkembangan teknologi
informasi, hal 16

° http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uuno-11-
tahun-2012-tentang-sistem-peradilanpidana-anak/, diakses pada 29 Oktober 2015.



sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak
Hak anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip
perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan
perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak
yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar
peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak,
pembimbing kemasyarakatan, untuk menghindari anak dari perampasan
kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan
pidana. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dinilai belum berpihak kepada
anak pelaku kejahatan-atau anak yang berhadapan dengan hukum, produk
hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat
yang ada dalam hal ini produk hukum pidana tentang anak-anak hanya
mengatur korban kejahatan pidana. Sementara pelaku kejahatan dari kalangan
anak-anak nyaris belum mendapatkan perlakukan hukum secara adil dan rata-
rata anak yang terjerat kasus pidana dijebloskan ke penjara parahnya lagi,
banyak penjara yang mencampur adukkan antara napi dewasa dengan napi
anak-anak. ™

Selama proses pemeriksaan, anak yang sedang berkonflik dengan hukum
dipaksa mengikuti prosedur yang lazim diikuti oleh orang dewasa. Situasi ini

memungkinkan anak berada dalam keterpaksaan dimana ia harus melalui

1% Gatot Supramono, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, hal 1.



proses pemeriksaan yang telah menjadi kebiasaan dari oknum kepolisian
dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan dalam menangani kasus
pidana.

Alasan pemenjaraan, para hakim lebih sering menggunakan kebijakan
yudisial dan diskresi, ketimbang pertimbangan sosiologis, tidak hanya itu
banyak hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat, Padahal tak sedikit
struktur masyarakat di Indonesia yang mengalami patologi sosial dan majelis
hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat dari BAPAS.*

Anak yang masih di bawah umur masih memiliki sifat yang labil dan
mudah tidak terkontrol oleh keadaan dari dalam diri sendiri dan lingkungan
sekitar, Dalam kasus faktanya di masyarakat anak yang berhadapan dengan
hukum masih kurang- memiliki kemampuan pengendalian diri terhadap
pengaruh lingkungan pergaulan di luar rumah yang sifatnya negatif,
kurangnya pengawasan kedua orang tua sehingga terpengaruh oleh temen di
lingkungan ' sekitar, dalam melakukan tindakan masih tergolong labil.*
Ketidak percayaan kepada penjara atau pembinaan terhadap anak tidak efektif,
penulis menyimpulkan bahwa anak yang berhadapan hukum perlu adanya
dilakukan dengan diversi di semua tingkat agar anak tersebut yang masih
memiliki masa depan yang panjang dan masih perlu bimbingan kedua orang
tua, apabila tidak dilakukan diversi maka banyak anak yang masuk ke penjara

atau pembinaan dan hak-hak anak yang di jamin undang-undang tentang

1 Solopos.com, 2016, Jum’at 20 Mei 2016, pukul 05.00 WIB : 90% anak berhadapan
hukum  berakhir di penjara,dalamhttp://www.solopos.com/2016/05/20/90-anak-berhadapan-
hukumberakhir-di-penjara-721069

2 M Ghufran H. Kordi K, 2015, Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak &
Perlindungan Anak, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal 238.



perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi, sehingga akan menyebabkan
anak secara sikis terganggu dan menjadikan anak menjadi bodoh dan mudah
dijajah oleh orang lain dan akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan
anak ketika dewasa bisa jadi anak tersebut ketika dewasa menjadi pelaku
residivis.

Berbagai penjelasan yang ada menunjukan bahwasannya hukum telah
bertentangan dengan tujuan awalnya. Terkait dengan tujuan hukum, Sri
Endah menyatakan bahwa;**

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum

Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang

mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada

nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai

Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada

nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang

Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh

Rakyat Indonesia.

Dalam konsepnya, perlindungan anak tidak hanya meliputi perlindungan
atas hak-haknya saja tetapi juga berkaitan dengan aspek pembinaan generasi
muda, dengan memperhatikan bahwa anak-anak bukanlah individualis sebab
anak masih sangat tergantung pada orang dewasa, terutama orang dewasa
yang mereka kenal, disamping juga adanya fakta bahwa anak belum dapat
menghidupi dirinya sendiri. Keadaan ini jelas bertentangan dengan tujuan dari

negara hukum dalam konsep hukum pembangunan. Sehingga pada

perkembangannya hukum seharusnya mampu mewujudkan keadilan bagi anak

3 Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam
Dan Pembaharuan Hukum Indonesia, UNDIP, Semarang, 2013, him. 68.



agar mampu menunjang kehidupan anak yang terjamin, berkemanafaatan serta
berkepastian hukum.**

Konsep negara hukum (nomokrasi), telah menjamin prinsip kesamaan
hak di hadapan hukum (before the law), maka konsep hukum pembangunan
yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sepadan dengan tawaran
pembentukan hukum sebagai konsensus yang melibatkan ruang publik (public
sphere) konsepsi negara hukum yang mengutamakan demokrasi deliberative.*®

Menurut penulis penelitian ini tersebut perlu pembahasan secara spesifik
untuk membahas lebih jauh mengenai “ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA ANAK SEBAGAI WUJUD DARI PRINSIP

RESTORATIVE JUSTICE DI POLRES GROBOGAN.”

B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah untuk mengeksplorasi latar belakang tersebut
di atas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanan diversi dalam proses penyidikan terhadap perkara
tindak pidana anak sebagai wujud dari prinsip restorative justice di Polres

Grobogan?

Y Nur Cahyanti , Budi Raharjo, dan Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris
Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal
Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018, him. 91.

> 'sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,
Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 111 No. 2 Mei - Agustus 2016, him. 47.



2. Bagaimanaka kendala dan solusi dalam pelaksanan diversi pada proses
penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak sebagai wujud dari prinsip

restorative justice di Polres Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanan diversi dalam proses
penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak sebagai wujud dari prinsip
restorative justice di Polres Grobogan.

2. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam kendala dan solusi dalam
pelaksanan diversi proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak

sebagai wujud dari prinsip restorative justice di Polres Grobogan.

D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam
bidang ilmu hukum khususnya tentang efektifitas pelaksanaan diversi
dalam peradilan pidana anak.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi
pemerintah agar mampu melakukan pembangunan hukum terkait

pelaksanaan diversi dalam peradilan pidana anak.



E. Terminologi
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1. Pengertian Penyidikan

Suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja

membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan

fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan

yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan

kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak

berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka

dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS.

Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau

mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP vyaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti-yang dengan bukti itu membuat terang
tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang

terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

a.

Penyidikan ~ merupakan  serangkaian  tindakan  yang
mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang
lain saling berhubungan;

Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut

penyidik;
Penyidikan  dilakukan  dengan berdasarkan peraturan
perundangundangan.

Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti,
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang
terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah

penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau
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tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak
pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan
hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan
pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap
atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik
berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta
mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak
pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.
Pengertian Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa restorative justice
adalah “Restorative justice is a “victim-centered response to crime that
allows the victim, the offender, their families, and representatives of
community to address the harm caused by the crime”.*°

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari
gerakan restorative justice, telah mendefinisikan restorative justice sebagai
filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban,
masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan

remaja.'’

for

18 Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center
Restorative Justice, University of Minnesota,

http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-
family_group/family3.html., diunduh pada 12 Mei 2021.

17 Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global

System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, him. 4.
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3. Pengertian Anak
Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” di mata hukum
positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa

(minderjarig/person under age), orang yang di bawah umur/ keadaan di

bawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap disebut anak di

bawah pengawasan wali (minderjarige ondervoodiji).

Berikut ini adalah beberapa pengertian anak menurut peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia.

a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui
Keppres Nomor 36 Tahun 1990, pengertian anak adalah setiap
manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan aturan
yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai
lebih awal.

b. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun
dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan pengertian anak adalah setiap orang
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yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun
tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah
kawin. Batasan ini dipertegas lagi dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) yaitu
batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang adalah sekurang-
kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas)
tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1), batasan
untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
UndangUndang Hukum Acara Pidana, batasan umur anak di sidang
pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan
umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal
171 KUHAP dan penjelasannya) dan dalam hal-hal tertentu hakim
“dapat” menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas)
tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5)
KUHAP dan penjelasannya).

Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia, dalam Hukum Adat Indonesia maka batasan umur untuk
disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut
bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka

2 13

ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek
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bajang”, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali
menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah umur 15 (lima belas)
tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952
tanggal 1 Juni 1955.

h. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 45 KUHP
batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas)
tahun. Terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila
anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak tersebut
dikembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya tanpa
penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai
Anak Negara atau juga dapat dikenai pidana.

4. Pengertian Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses
penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap
penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses
pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi,
kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan
hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan
dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan

(vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
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Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah
anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak
yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan
hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum
berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang
menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun)
yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi
yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak
yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan,
penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang
didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap
berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak
melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun
anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis
adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi

gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang
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telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.*®

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu
masalah atau keadaan atau peristiwva sebagaimana adanya sehingga
bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding). Hasil
penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang
keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.™

Penelitian mengenai efektifitas pelaksanaan diversi dalam
peradilan pidana anak dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis
karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait
dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif
(pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-
teori yang terkait.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian = skripsi ini adalah
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan
yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang
menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa

penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.?

'8 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009,
him. 29.

% Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 1993, him. 31.

20 5perjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, him. 14.
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Penelitian sosiologi hukum hanya menempatkan hukum sebagai
gejala social. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya
saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian sosio legal hukum selalu
dikaitkan dengan masalah social. Penelitian-penelitian demikian
merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau
masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.?

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari
data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan
dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan
dengan studi lapangan di Polres Grobogan dan di masyarakat secara
langsung.

b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan
kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan
pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.? Data
sekunder dalam penelitian int adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

2! peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, him. 87.
22 Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, him. 34.
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2)

3)
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Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil
penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku
mengenai hukum ' pidana dan buku-buku yang terkait
pembahasan penelitian ini.
Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media

internet dengan menyebut nama situsnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

cara sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara

menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang

berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan
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penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan
gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh

konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap
gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan
sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan
apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup
atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta
mengidentifikasikan keteraturan perilaku atau pola-polanya.

c. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung
antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat
informasi.”® Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering
digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara
peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan
bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.
5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan

disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan

dengan menggunakan metode analisis kualitatif.?* Logika berpikir yang

digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana

% Ibid., him. 161.
*Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, him. 183.
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penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang
bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (particular). Prinsip
dasarnya adalah:®

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu
kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua
peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus
ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif
yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan
perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum
sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum
sebagai premis minor (khusus).?®

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif
dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan
dari hasil pengumpulan data, melakukan coding, agar sumber datanya
tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci,
mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian,
menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-
hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan

model baru yang menjadi tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

#Spetriono dan SRDm Rita Hanafie, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, ANDI,
Yogyakarta, 2007, him. 153.
**Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit, him. 122.
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Bab | Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

Bab Il Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang efektivitas
hukum, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana anak,
tinjauan tentang restorative justice, tinjauan tentang pidana anak menurut
Islam, tinjauan tentang restorative justice dalam pandangan Islam dan tujuan
hukum pidana menurut Islam.

Bab Il Analisis dan Pembahasan. berisi pembahasan persoalan yang
hendak dibahas dalam skripsi ini.

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada

dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam skripsi ini.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum
1. Efektivitas

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang
berasal dari bahasa inggris yaitu “efective” yang berarti berhasil ditaati,
mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang
paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggul
Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan
sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan
atau pencapaia tujuan.?’

Sedangkan menurut Permata Wesha efektfitas adalah keadaan atau
kemampuan-berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk
memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja
pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan
ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga
dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukan keberhasilan kerja
yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efktifitas dengan “berhasil
guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai

kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.”®

2Amin Tunggal Widjaya, Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama, Rineka cipta
jaya, Jakarta, 1993, him. 32.

8 sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990,
him.126.

22
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Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang

paling menonjol adalah:?®

a.

b.

Keberhasilan Program

Keberhasilan sasaran

Kepuasan terhadap program

Tingkat input dan output

Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat
dijalankan degan kemampuan operasioal dalam melaksanakan
program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Dari heberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas

merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu

lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih

keberhasilan maksimal.

2. Hukum

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau

dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan

standar dalam memahami makna dan konsep hukum.*

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan

peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa,

untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara),

2% sarwoto, Loc, cit.
% Ranidar Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan
Kesadaran Hukum Warga Negara, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, him.

6.
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yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan
tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.** Sedangkan menurut
Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.*
W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu
terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan
laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan
dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang
bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum
pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan
terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu- dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan
sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan
bagi tindakan-tindakan tersebut.**
3. Efektivitas Hukum
Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum
secara umum antara lain :**
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari

orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.

1 0. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011, him.
121.
#Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung, 2005, him. 2.
%p AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984,
him. 1-2.
*1bid.,hIm. 376.
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Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah
dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

Jika hukum vyang dimaksud adalah perundang-undangan, maka
seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat
mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih
mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan
(mandatur).

Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan
sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus
proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,
memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya
memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan,
relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang
bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang

menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
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i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga
tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum
untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga
mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di
dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnres yang
berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap
hukum pada umumnya, melainkan  kataatan terhadap aturan hukum
tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat
dilakukan terhadap keduanya :

a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-
kelemahan apa yang mempengaruhinya;

b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan
kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka
dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan,
banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan

didalam masyarakatnya.
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d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat),
yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation
(undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan
yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah
profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari
para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan
tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas
dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :*

a.  Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian

Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat

abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara

secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai
keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan

mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

% Soerjono Soekanto, Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,him. 5.
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Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum
tertulis saja.
Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian
petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau
peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada
masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan
masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak
hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata
petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan
wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan
yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang
dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini
disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum
tersebut.
Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup
perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto
bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila
tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang
proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai
peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa

adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak
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hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang
aktual.
Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat
atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.
Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, vyaitu
kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat
kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah
satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan
kaonsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga
dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau
mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula
hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan
tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan
wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus
dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat,

agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.
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Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena
menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari
efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum
tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik
sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh
penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan
penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat
luas.

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa
tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-
lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam
lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan
politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut
bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang
berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas
lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh
lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagali

macam kelemahan.3®

B. Hukum Pidana

% William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum
Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid., him. 10.
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1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada perkembanganya diartikan sebagai suatu
ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang
dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap
pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum
Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini
disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri,
akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan
menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang
hukum lain tersebut.*”

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung
dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada
peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai
asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada
undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan
kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah
memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan
dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka
yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan
hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi

kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi

" M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,him. 3.



32

dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat
mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam
masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman)
terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.®

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota
masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya
keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar
hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama,
untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan
(preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki. orang-orang yang
sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang
baik tabi’atnya (represif).*

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang
dan diancam dengan pidana, di-mana pengertian perbuatan di sini selain
perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya
dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak
berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan ofeh hukum.*® Menurut Barda
Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak

melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan

%8 Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai
Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta,him. 25-26.

*wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2003, him. 20.

“*Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, him. 15.
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sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.** Tindak

pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:*

Tindak pidana materil (materiel delict)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan
hukum pidana (straf) dalam hal ini sirumuskan sebagai perbuatan
yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud
dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material
(materiel delict).

Tindak pidana formal (formeel delict)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan
dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat
yang disebabkan oleh perbuatan .itu, inilah yang disebut tindak
pidana formal (formeel delict).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang
berupa pidana tertentu bagi barang Siapa melanggar larangan tersebut,
larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.*

*'Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

him. 37.

*Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, him. 126.
** Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, him. 54.
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a.

yaitu:
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Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan
| sebagai berikut:**

Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam
dengan hukum pidana.

Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu
merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara
pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh
karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana
badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan,
dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan
mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi,
45

Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma
yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan
pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan
kesejahteraan umum.

Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh
peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat

dihukum.

21.

* Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him.

5 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, him. 225.
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Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah strafbaar feit
bersama dengan delict. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negaranegara
yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah criminal act an
offence. Konsep pemidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga
memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat
pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “An
act does not make a person guility, unless his mind is guility”. Berdasarkan
adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya
dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga
mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah
dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu
bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).*®

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3
hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan
negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang
melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara
dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.*’

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman”
sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan
tentang hukumnya (berechten).”® Penghukuman yang identik dengan

penderitaan ini, oleh Matt Metravers kemudian diartikan pula sebagai

% Sudaryono & Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas
Hukum UMS, Surakarta, 2005, him. 113-114.

*" Eddy OS Hiariej, Op.Cit., him. 36

*® Andi Sofyan, Op.cit., him. 46
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pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak
mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.”® Sejalan dengan hal
tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama,
pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan.
Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum.
Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana
dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang
dilakukan.®® Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli
menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan
merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat
mempunyai tujuan.-Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan
pemidanaan.™

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai
suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal
karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban,
dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut
telah berbuat jahat saja melaikan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat
jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa®. Pemidanaan itu

sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan

4 Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, Op.cit., him. 451

%0 Hart dalam Eddy OS Hiariej, Op.cit., him. 452.

°1 p_AF. Lamintang, Op.cit. him. 36

%2 Zainal Abidin, 2005, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP,
Jakarta, ELSAM, him.18-19
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sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai
upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa
tahap perencanaan sebagai berikut®®:
1.  Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam  mendefinisikan  hukum pidana objektif,  Simons
merumuskannya sebagal

Het geheel van varboden en geboden, aan welker overtrading door
de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den
overtreder een bijzonder leed ‘straf” verbonden is, van de
voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg
worden aangewezen, en van de bepalingen, krachttens welke de straf
wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang
dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan
tersebut diancam penderitaan Khusus yaitu pidana, dan di dalam
keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan
pelaksanaan akibat hukum itu.)>*

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni®>:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale,

omvat dan dus:

1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe
wettelike bevoegde organen straf is verboden, de normen,
waaraan een ieder heft tegehoorzamen.

2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op
overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het
penintentaire recht of ruimer het recht der sancties.

> 1bid, him.25

> S.R. Sianturi, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-
Petehaem, Jakarta, ida him. 13.

> Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam Op.cit., him. 20
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3. De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der

’

normen bepalen.’
Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1.  Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap
keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang
berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.

2.  Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila
terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.

3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

lus puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki
dua pengertian yaitu :>

1.  lus puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan
negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu
perbuatan.

2. lus puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-
perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap
orang yang melakukan tindak pidana.

2. Fungsi Hukum Pidana
Fungsi hukum pidana pada perkembangannya dapat dibedakan
sebagai berikut:>’

a.  Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari
hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan

fungsi hukum pada umumnya, vyaitu untuk mengatur hidup

*® |1da Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, Hukum Pidana Materiil dan Formiil, USAID-The
Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, him. 4
> Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang,1990, him. 9.
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kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam
masyarakat;

b.  Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk
melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak
memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa
pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi
yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu
terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum
pidana dikatakan sebagai ,,mengiris dagingnya sendiri* atau sebagai
»~pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana
bertujuan untuk melindungi  kepentingan-kepentingan hukum
(misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun
jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru
mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si
pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi
aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini
perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum
pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru
diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Sumber Hukum Pidana
Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan
asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk

menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil.
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Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai

berikut:®

a.  Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis
Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama
aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie
(W.v.S), sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober
1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP
atau W.v.S.v.N.1I. ini merupakan copie (turunan) dari Wetboek van
Strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai
berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen. sama, melainkan
diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan
keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas
dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di
Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945
mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-
undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI,
Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya
dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2
menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku
ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8
Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP

kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia

%8 Sudarto, Ibid, him. 15-19.
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Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah
mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga
mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.l. (KUHP),
misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-
ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal
570. Sudah tentu perubahanperubahan yang dilakukan oleh kedua
pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal
ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah
KUHP. yang masingmasing mempunyai ruang berlakunya sendiri-
sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan
hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka
dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang
antara lain menyatakan bahwa UU R.l. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku
untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-
perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal
8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi
dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk,
dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada
unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah
peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu
peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar

dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.
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Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-
orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi
sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik
adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana,
hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun
1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya
hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja)
maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme.
Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap
mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini
sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

Memorie van Toelichting (Memeori Penjelasan) M.v.T. adalah
penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan
oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-
undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881
disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai
berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP
karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia
Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.l.) ini yang mulai berlaku
tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun
1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat
digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang

tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.
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4. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat

dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut

teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan

pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya,

sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal

peraturan perundang-undangan yang ada.>® Unsur Tindak Pidana Menurut

Beberapa Ahli, yaitu:

a.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1)  Perbuatan;

2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);

3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

2)  Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3) Diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian unsur-unsur pidana juga dapat ditemukan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan-rumusan tindak pidana

tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana,

yaitu:®

1)

Unsur tingkah laku;

% Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag |, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, him. 79.
% Adami Chazawi, Ibid, him. 82.
8 Adami Chazawi, Loc, cit.
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3)
9
5)
6)
7)

8)
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Unsur melawan hukum;

Unsur kesalahan;

Unsur akibat konstitutif;

Unsur keadaan yang menyertai;

Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada perkembangannya terdapat beberapa jenis tindak pidana

diantaranya:®

a.

Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Berdasarkan criteria
kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (recht delicten) yaitu
suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat
dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya
penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana.
Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat
di dalam buku II' KUHP merupakan tindak pidana kejahatan.
Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai wet delicten, yakni
perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-
peraturan.

Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil Tindak pidana formil

adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada

825udaryono & Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum
UMS, Surakarta, 2005, him. 131-138.
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perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang
dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana
materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada
akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya
bersifat materiil.

Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan
Kealpaan Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak
pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang
mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi
dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau
kehendak untuk melakukan tindak pidana.

Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak
pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan
adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana
aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut
dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute
semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban.
Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang
terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.
Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak
Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa Tindak pidana
commissionis adalah tindak pidana yang dilarang pleh undang-

undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan
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adanya aktifitas. Tindak pidana ommisionis itu berupa perbuatan
pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan
yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per
omisionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana
commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni
tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus
Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan
terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak
berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya
tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

Delik Tunggal dan Delik Berganda Delik tunggal merupakan tindak
pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik
berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika
dilakukan berkali-kali.

Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada
Pemberatannya Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya
adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih
dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana
sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian
(Pasal 362 KUHP).

Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Tindak pidana

ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat
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kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak

kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya

ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang

dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
J. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik Tindak pidana

ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau

masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak

pidana yang termasuk dalam masalah politik.

6.  Azas Legalitas

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von
Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “nulla poena
sine lege, nulla poena sinepraevia legi poenalli”. Frasa ini kemudian oleh
Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “nullum delictum, nulla poena
sine praevia legi poenalli’.®®

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam
hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian
hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP
Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasall ayat (1) KUHP yang
berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan
ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada

perbuatan itu”.

8 Eddy O.S. Hiariej, 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana,
Erlangga, Jakarta, him. 7
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Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas
dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal
yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana
hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan
ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.®* Pendapat lainnya
kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas
legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan
ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih
dahulu.®® Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan
dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-
undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (delik comisi)
atau diperintahkan untuk dilakukan (delik omisi).*°

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan
bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu®’:

1.  Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau
hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan
analogi.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

% Eddy OS. Hiariej. Op.cit., him 24.
% Ibid., him. 19.

% Andi Sofyan, Op.cit., him. 22

®” Moeljatno, Op.cit. him 25
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Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini
melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi
perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara
dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim.
Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan
penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan
untuk membatasi kekuasaan multak penguasa (termasuk hakim) agar tidak
sewenang-wenang.®

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi Civil Law
System setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara
ketat yaitu®®:

1. Peraturan perundang-undangan (law)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-
undang (hukum vyang tertulis). Undang-undang harus mengatur
mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan
adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan
memidana seseorang.

2. Rektroaktivitas (rektroactivity)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku
surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-
undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan

kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

%8 Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, Op.Cit., him. 24.
69 H
Ibid.,
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Lex Certa
Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci
mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana,
mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada
perumusan yang ambigu.
Analogi
[Imu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi
terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode
penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran
sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran
kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran
restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun
melarang menggunakan-analogi untuk memberikan makna cakupan
perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.
Penagakan Hukum Pidana
Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan
ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka
pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan
kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan

penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan
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faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan

pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan

hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa
hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain: "

a.  Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;

b. Mencapai keadilan, artinya penerapan  hukum  harus
mempertimbangkan  berbagai fakta dan keadaan secara
proporsional,

c.  Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan
dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan
sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan,
memeliharakan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum
termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:"*

a.  Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha
atau  tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya
pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

1)  Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.

2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan
hukum

3)  Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan

aliran kepercayaan

" Ridhuan Syahrani, Rangkaian Intisari lImu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1999, Hal 192.
" Ridhuan Syahrani, lbid, him. 193.
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4)  Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama,

cxpenelitian, dan pengembangan hukum serta statistik

kriminal.

b.  Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha

atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu

sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila

telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada

tindakan represif dapat berupa:

1)  Tindakan administrasi.

2)  Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara

lain:

a)
b)
c)
d)

Penyidikan;
Penuntutan;
Pemeriksaan oleh pengadilan;

Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

C. Perlindungan Hukum Menurut Islam

Perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep

perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah

SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di

dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era

reinaissance, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini

dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga

diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17



53

Ramadhan 11 SH, adapun secara terminologi HAM terbagi kata haqq atau
yahigqu atau haqgaan dan Asasiy atau yaussu atau asasaan, haqg atau
yahigqu atau haqgaan sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan
wajib. Sementara Asasiy ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas,
dasar, dan melekatkan. Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya
terdapat dalam kajian-kajian figh tentang HAM. Menurut figh, manusia sejak
lahir telah memiliki status yang disebut dengan Muhtaram, yang berarti
dihargai eksistensinya sebagai mahluk Allah dan untuk itu dilarang bagi
setiap mahluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia. Sehingga
manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia
memiliki derajat yang tinggi dari mahluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh
sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan
martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan dharuyaiyah al-khams
yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan
tercapai bila terdapat perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap
keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan
terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.’
D. Pengertian Penyidikan
1. Penyidikan
Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu
saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk

menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam

2 Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, him. 5.
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kasuskasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang

telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah

peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku
atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS,

dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau

mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP vyaitu:
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang

terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

a.  Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung
tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling
berhubungan;

b.  Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.

. Penyidik
Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan dengan jelas bahwa

penyidik adalah:

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi
mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan
pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat

dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan
Pejabat penyidik negeri sipil.”
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Untuk menjadi seorang penyidik harus memenuhi beberapa syarat
yang sudah ditentukan oleh undang-undang, karena penyidik harus sudah
mengerti hukum untuk melakukan proses penyidikan maka dari itu
diperlukan penyidik yang mempunyai integritas yang baik agar penyidikan
berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila pejabat penyidik Polri
berpangkat rendah tidak bisa ditunjuk atau dijadikan penyidik karena
mereka masih dianggap belum memenuhi sarat sebagai seorang penyidik

dan ilmu yang mereka dapatkan mengenai hukum masih kurang.

E. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah
keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan
Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai
menusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi,
dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap
anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak
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dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya
perlakuan tanpa diskriminasi.”

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa
depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara
yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang

dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

Pidana Anak

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna
bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:’
1.  Adanya perbuatan manusia,

2.  Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4.  Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Namun terlalu extrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh
anakanak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak
memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis
menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang
cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat
dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat

dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan

™ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him. 8.
™ Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2010, him. 12.
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mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab
yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:"

1.  Faktor lingkungan;

2. Faktor ekonomi/ sosial,

3. Faktor psikologis.

Juvenile Deliguency yaitu prilaku atau dursila, atau kejahatan atau
kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada
anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga
mereka ia mengembangkam hentuk = pengabaian tingkah laku yang
menyimpang.”®

Sedangkan Juvenile Deliquency menurut Romli Atmasasmita adalah
setiap pernuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun
dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma
hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si

anak yang bersangkutan.”’

G. Pidana Anak Dalam Perspektif Islam
Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT
kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar
dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena

A Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis
dan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2001, him. 31.

"® Wagianti Soetodjo, Op, Cit, him. 24.

" Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung, 2007,
him. 40.
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terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan kita selaku orang tua

tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang

memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya. Ditinjau dari unsur-unsur

jarimah atau tindak pidana,objek utama kajian figh jinayah dapat dibedakan

menjadi tiga bagian, yaitu:

a)

b)

Al-Rukn Al-Syar’i atau unsur formil.

Al-Rukn Al-Syar’i atau unsur formil ialah unsur yang
menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah
jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan
sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Al-Rukn Al-Madi atau unsur materiil,

Al-Rukn Al-Madi atau unsur materiil ialah unsur yang
menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-
benar terbukti melakukan. sebuah jarimah, baik yang bersifat positif
(aktif dalam melakukan sesuatu).

Al-Rukn Al-Adabi atau unsur moril.

Al-Rukn Al-Adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan
bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak Di
bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman

Sanksi diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan

tujuan membangkitkan perasaan tanggung jawab terhadap anak serta

memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak ke arah yang lebih baik sehingga
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tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat bertanggung jawab atas

kesalahannya.”®

H. Restorative Justice
Sarre menyatakan dengan jelas bahwa “..., restorative justice is
concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a
wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of
modern criminal justice systems.”"

Pendapat Sarre tersebut menunjukan bahwa peneliti mengambil
kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk
“membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama
dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia.
Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosifi dasar tujuan
pendekatan restorative,® yaitu “‘memulihkan keadaan pada keadaan semula
sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan
keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat
Indonesia.** Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep

keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang

sangat mendasar, yaitu:®

8 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him. 2-3.

"Rick Sarre, Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan
Suznne E. Hatty, eds., Contoversies in Critical Criminology, 2003, him. 97-108.

®Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale,
Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, him. 181.

8 Mark M. Lanier dan Struart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview,
Colorado, USA, 2004, him. 332 dan 400.

8Byurt Galaway dan Joe Hudson, Criminal Justice, Restitution and Reconciliation
(Criminal Justice), Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 him. 2.
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tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara
individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban,
masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;

tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian
di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan
oleh konflik itu;

proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif olen para korban,
pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik

yang bersangkutan.

Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat

dalam konsep pendekatan restoratif dalam peneyelesaian tindak pidana,

antara lain sebagai berikut:

a.

Prinsip Penyelesaian yang Adil (Due Process)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada
tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu
tentang prosedur alprosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan
pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (due process)
haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member
keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan
melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam
implementasinya, = mekanisme  proses  pendekatan  restoratif

menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi
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tersangka yang terkait dengan due process. Akan tetapi, karena dalam
proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih
dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengeai sampai sejauh
mana persetujuan yang diberitahukan (informed consent) dan pelepasan
hak suka rela (wiver of rights) dapat dipergunakan sebagai awal
penyelesaian yang adil.®®

b.  Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan
restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami
akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis
kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.®*

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan
restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa
keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja
salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual,
politik atau bahkan fisik.®

c.  Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-
hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang
berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum)

dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada

®Rufinus Hotmalana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi  Melalui
Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him. 127.

8 Rufinus Hotmalana Hutauruk, Loc, cit.

8 Rufinus Hotmalana Hutauruk, Loc, cit.
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umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang
setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga
kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalaupun itu
ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen
peradilan pidana.®
Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada
consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam
menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah
berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi. penderitaan yang
harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam
peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah
terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive
(keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan
dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang
tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang
sama.
Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban
pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai
beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak

bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan

8 Rufinus Hotmalana Hutauruk, Loc, cit.
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suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran
penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka
mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu
tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan
menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih
opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka
dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua
perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan mengikat.®’
f.  Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki
peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar
dalam melindungi haknya vis a vis bantuan penasehat hukum. Dalam
semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi
informasi melalul bantuan penasehat hukum mengenai hak dan
kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam

membuat membuat keputusan.

J.  Perlindungan Hukum Bagi Anak
Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan
dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan

antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya

8 http://www.restorativejustice.org, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.
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sehingga benturan Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut
sebagai law atau legal.

Dalam sub bab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi
terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa
kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun
teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak
bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum
karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang
masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang
yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Benturan kepentingan itu dapat
ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI
adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang
dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan,
dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau
kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang
ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang
dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan
yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata
kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang
serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi

yang melanggarnya.
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Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai
harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan
asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus
pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk
mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum
adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah
laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan
resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat
dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti
para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem
kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum
dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti
hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh
Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata
peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti
yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang
hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup
dalam pergaulan masyarakat.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat
tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum vyaitu, pertama, konstruksi

hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan
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hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan
kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang
mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di
peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga,
konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan
hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu
masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan
bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum
merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut
dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan
dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan
memperlindungi, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, protection
adalah the act of protecting.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal
yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau
barang.Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang
diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian,
perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak
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dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai

peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan
sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan
perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan
hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku
bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang
diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang
bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun
tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran
dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu
keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai
perlindungan hukum sebagai berikut:

a)  Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu
HakAsasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingannya tersebut.

b)  Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan
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ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama
manusia.

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala
upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat
memberikan ~ perlindungan hukum  kepada pihak-pihak yang

hersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.
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ANALIAS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Perkara
Tindak Pidana Anak Sebagai Wujud Dari Prinsip Restorative Justice Di
Polres Grobogan
1. Sejarah Hukum Perlindungan Anak

Pada Perkembangannya di tahun 1997 lahirlah Undang-Undang
Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, namun undang-undang
tersebut belumlah secara lengkap memberikan pemulihan terhadap anak.
Kemudian pada 1999 lahirlan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1999
Tentang Ratifikasi KILO 138, selanjutnya di tahun yang sama lahirlah
Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kemudian lahir
Undang-Undang Nomer. 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi KILO 182.
Selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. Kemudian lahir Undang-Undang Nomer 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya
lahir Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Dari
Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Anak Sipil Dan Politik,
selanjutnya lahir Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002,
kemudian lahir PERPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002, Dan yang terakhir lahirlah
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Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Diundangkannya PERPU
Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang
Nomer 23 Tahun 2002. Berdasarkan berbagai perkembangan politik
hukum perlindungan anak tersebut baik secara langsung maupun tidak,
belum terdapat pengaturan terkait pemulihan korban, ketentuan pidana
hanya bertolak pada balas dendam kepada pelaku.

2. Tujuan Dan Dasar Pemikiran Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ( UUD NRI Tahun 1945 ) serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-
Hak Anak (Convention on the Rights of The Child) meliputi, asas non
diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk
hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan
terhadap pendapat anak.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak
tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan
anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara
menyeluruh®. Anak adalah harapan dan tumpuan masa depan bangsa yang
akan membawa bangsa ini bersaing dan menjaga utuhnya identitas Negara
yang telah ditashihkan oleh para pendahulu kita. Maka, tidak berlebihan
rasanya jika banyak orang menuntut perhatian khusus kepada anak-anak.

Sehingga anak sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu

8 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak Kumpulan Karangan, BIP Kelompok
Gramedia, Jakarta, 2004, him. 43.
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sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita
perjuangan bangsa yang pelaksanaan pembinaan dan memberikan
perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut
kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan
memadai ®®
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan
anak secara keseluruhan mencakup perlindungan khusus. Perlindungan
anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan
upaya perlindungan yang diberikan untuk semua anak tanpa kecuali oleh
Negara termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan
dan melaksanakan kebijakan.
3. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pengertian hak yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada
seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang
lain (badan hukum lain).

Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting, hal ini karena
hak anak merupakan suatu bentuk perlindungan anak dari masalah hukum.
Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau

subjek hukum lainya. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki

8 Mohammad Taufik Makaro, dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga, Reneka Cipta, Jakarta, 2003, him.1.
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oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) yang diberikan oleh
sistem hukum atau sistem tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.
Secara khusus perlindungan dan hak anak yang berkonflik dengan
hukum ada didalam Pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66 ayat
(1) berbunyi: setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak
manusiawi”. Pada ayat (2) berbunyi “hukuman mati atau hukuman seumur
hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih
anak”. Pada ayat (3) berbunyi “setiap anak berhak untuk tidak dirampas
kebebasanya secara melawan hukum”. Pada ayat (4) berbunyi
“penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilaksanakan sebagai upaya terakhir”. Pada ayat (5) berbunyi “ setiap anak
yang dirampas kebebasanya berhak mendapatkan perlakuan secara
manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi
sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali
demi kepentinganya”. Pada ayat (6) berbunyi “setiap anak yang dirampas
kebebasanya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainya
secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Pada ayat
(7) berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak untuk
membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang

objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum?.
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Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum

dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain

1)

2)

3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) TANGGAL

20 November 1959 Kategori hak-hak pokok anak menurut Konvensi Hak

Anak 1989 diantaranya:

1)

2)

3)

4)

Hak kelangsungan hidup (survival rights)

Yakni hak untuk menikmati kelangsungan hidup, termasuk hak
memperoleh -perlindungan dan perhatian baik sebelum maupun
sesudah kelahiran.

Hak tumbuh kembang (development rights)

Yakni hak secara penuh untuk mengembangkan potensi diri,
termasuk hak untuk bermain, hak untuk memperoleh pendidikan,
ketenangan dan istirahat serta berpartisipasi dalam kegiatan-
kegiatan.

Hak memperoleh perlindungan (protection rights)

Yakni perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu
perkembangannya baik secara fisiologis, psikologis maupun social.
Dan hal ini berlaku bagi semua anak tanpa pembedaan.

Hak untuk berpartisipasi (participation rights)
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Yakni kesempatan berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan dan
kehidupan social dengan mengacu pada kebebasan berekspresi,
mengeluarkan  pendapat, akses informasi dan  perlunya
mengembangkan ide-ide anak.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil
interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainya.
Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut
diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan
suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak
yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta
perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharpkan.

Arif Gosita, berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang perlu
diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaanya bersama-sama yaitu :*

a)  Sebelum persidangan :
(1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
(2) Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan
yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik,
sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat

penahanan misalnya);

% Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2002, him. 19.



b)

(3)

(4)

75

Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka
mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang
akan datang dengan prodeo;

Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar
pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang

berwajib).

Selama persidangan :

1)

(2)

(3)

(4)

()
(6)

Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan
kasusnya;

Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar
persidangan mengenai  dirinya -~ (transport, perawatan
kesehatan);

yang merugikan, menimbukan penderitaan mental, fisik, sosial
(berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat
penahanan misalnya).

Hak untuk menyatakan pendapat.

Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang
menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut
ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum
yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP

(pasal 1 ayat22).
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(7) Hak untuk mendaptkan perlakuan pembinaan/ penghukuman
yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai
manusia seutuhnya.

(8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentinganya.

c)  Setalah persidangan :

(1) Hak untuk mendaptkan pembinaan atau penghukuman yang
manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide
mengenai pemasyarakatan.

(2) Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan
yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik,
sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman,
penganiayaan, pembunuhan misalnya).

(3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya,
keluarganya.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan
masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan
dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan
terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian
hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak
dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak
diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :
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a.  Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

b.  Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan dan kehidupan
sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk
menjadi warganegara yang baik dan berguna.

c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d.  Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang
dapat membahayakan ~atau menghambat pertumbuhan dan
perkembanganya dengan wajar.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap Anak dalam proses
peradilan pidana berhak:

a.  Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan
sesuai dengan umumnya;

b.  Dipisahkan dari orang dewasa;

c.  Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

d.  Melakukan kegiatan rekreasional;

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang
kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

f.  Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;



78

g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

h.  Memperoleh keadialan di muka pengadilan Anak yang objektif,
tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

i. Tidak dipublikasikan identitasnya;

J. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang Yyang
dipercaya oleh Anak;

k.  Memperoleh advokasi sosial;

l. Memperoleh kehidupan pribadi;

m.  Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak cacat;

n.  Memperoleh pendidikan;

0.  Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

p.  Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang
serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian
perlidungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang
mengatur tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka,

terdakwa, terpidana atau narapidana.
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4. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak
Melalui Restorative Justice Di Polres Grobogan
a.  Dasar Hukum Restorative Justice
Metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di

Kepolisian pada dasarnya tidak dikenal dalam peraturan perundang-

undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik — Indonesia. - Meski . demikian, Kapolri setidaknya

mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan

serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga

Kepolisian antara lain adalah restorative justice. Peraturan-peraturan

tersebut antara lain yaitu :

1)  Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/X11/2009/sdeops tentang
konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR). Dalam Surat
kapolri No. Pol. B/ 3022/X11/2009/sdeops tentang konsep
Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah-
langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep
ADR yaitu antara lain :

a) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang
mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat

diarahkan melalui konsep ADR.
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b)  Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR
harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara
namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru
diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
secara profesional dan proporsional.

c) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR
harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus
diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan
RT RW setempat.

Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi
Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah proses
pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatanuntuk
mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya
memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-
alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa
aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada
hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta

evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih. Dalam
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hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk

menyelesaikan masalah pidana boleh dengan menggunakan

alternatif solusi yang tepat dan tidak hanya berdasarkan pada

hukum pidana dan penangkapan hal itu berarti bisa menjadi

dasar penerapan restorative justice.

b.  Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak

Melalui Restorative Justice Di Polres Grobogan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-
prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi
kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai
dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut
telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak, namun
dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang
sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk
kepentingan anak.™

Pasal 1 angka 2 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa “Perlindungan Anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Anak termasuk

°L yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Anak Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2, Juli 2016, 163-174.
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kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang
berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana,
maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi
tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4
dan 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Anak memiiki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak
orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan
mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.** Berbagai
kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan
hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial
dan kriminal yang telah menimbulkan kehawatiran dikalangan orang
tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak
hukum.*® Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak
dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan
narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu
lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta
kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. ** Fakta

lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus

%2 Nur Rochaeti, “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.2, April 2015,
hal.150

% Ulang Mangun Sosiawan, “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4,
Desember 2016, hal.428

% Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma’ruf, Investigation of Children Which Conflicting
With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction,
Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020, him. 287-288.
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berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan
baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta
kekerasan penelantaran.®®

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu
pada Undang-Undang-Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme
prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa
dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian,
proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan.
Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran
baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum untuk
mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan
semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.
Padahal anak di dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan
berkembang sebagaimana - seharusnya dan bagi anak yang
berhadapan dengan hukum-harus mendapat keadilan secara filosofis
termasuk menggeser pendekatan hukum retributif kearah restoratif.

Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan
Bappenas, Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama,

kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan

% Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak
Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 11l
No. 2 Mei - Agustus 2016, him. 173.
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keadilan; Kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak
mengalami  penurunan;  Ketiga, proses peradilan gagal
memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih  banyak
memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara)
daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu
legalistik.”

Retno Sudewi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB) Jateng menyampaikan bahwa selama tahun
2020 hingga 2021 terdapat 634 kasus pidana yang dilakukan oleh
anak, dimana tindak pidana yang dilakukan berupa pencurian,
tawuran, penganiayaan, dan kasus kejahatan seksual. Retno Sudewi
menambahkan bahwa sebagian besar anak atau remaja di Jawa
Tengah yang berhadapan dengan hukum diputuskan oleh hakim
untuk masuk dii LAPAS anak selain itu panjangnnya proses hukum
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengakibatkan anak
tertekan dan dapat menjadikan psikologi anak semakin terguncang.
Hal ini jelas akan berakibat pada tumbuh kembang jiwa anak dan
juga masa depan anak.”’

Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung

mengalami keresahan jiwa dan mendorong anak melakukan

% http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uuno-11-

tahun-2012-tentang-sistem-peradilanpidana-anak/, diakses pada 29 Oktober 2015.

" Retno Sudewi, Wawancara Pribadi Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng,
Wawancara dilakukan pada 12 Juni 2023.
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tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan
anak. Kenakalan anak akan sangat mempengaruhi masa depan
seorang anak.

Anak melakukan hal-hal negatif maka besar kemungkinan
anak akan melakukan suatu tindak pidana. Anak pelaku tindak
pidana, selanjutnya disebut dengan Anak tidak hanya dari kalangan
anak-anak broken home atau anak-anak jalanan, namun Anak juga
berasal dari keluarga yang orang tua mereka memiliki suatu jabatan
tinggi atau pun anak dari keluarga baik-baik. Anak yang seperti ini
yang besar kemungkinan mendapat terpengaruh sifat nakal dari
teman-teman mereka. Tindak pidana yang dilakukan Anak dibawah
umur bukan- hanya tindak pidana ringan. Namun Anak dibawah
umur juga melakukan tindak pidana memiliki ancaman hukuman
maksimal selama lima belas tahun, yang dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan astas Undang-Undang 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UU
Perlindungan Anak Pasal 81. Salah satu tindak pidana yang ancaman
hukumannya sampai lima belas tahun yang jelas tertulis pada UU
Perlindungan Anak adalah tindak pidana persetubuhan. Tidak
sewajarnya anak dibawah umur melakukan persetubuhan, karena
seharusnya anak dibawah umur belum mengenal tindakan

persetubuhan.
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Namun di era yang modern ini anak dibawah umur lebih
banyak mengetahui hal yang tidak seharusnya mereka ketahui.
Contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana
yang dilakukan oleh tersangka MF 17 tahun dan korban SRJ 15
tahun. MF dan SRJ melakukan suatu tindak pidana persetubuhan
dengan kronologi tersangka dan korban berpacaran dan pada saat
korban berangkat sekolah, tersangka mengajak korban kerumah
tersangka lalu tersangka menyeret korban masuk kedalam kamar lalu
meyetubuhi korban secara paksa dan perbuatan tersebut dilakukan
berkali-kali. Bila korban menolak tersangka memukuli korban dan
menyundut rokok ke korban®

Pelaksanaan penyidikan terhadap anak di Polres Grobogan
pada perekembangannya belum mampu dikatakan efektif, pada
tahun 2020 hingga 2021 terdapat 78 kasus pidana yang dilakukan
anak. Dimana 33 kasus terjadi di tahun 2020 yang terdiri dari 18
kasus kekerasan dan 5 kasus kejahatan seksual, sementara pada 2021
terdapat 45 kasus, dimana 10 kasus berupa kasus pelecehan seksual
dan 30 kasus kekerasan dan 5 kasus pencurian. Berbagai kasus
pidana yang dilakukan di Grobogan tersebut terjadi di tiga wilayah
yaitu:*

a.  Tanggungharjo : 28 kasus

b. Toroh : 15 kasus

®AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Data Jumlah Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di
Wilayah Polres Grobogan, Diperoleh pada 12 Mei 2021.
% AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Log, cit.
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c. Tawang Harjo  :10 kasus

Pada perekembangannya Restorative justice hadir sebagai
upaya lain dalam menegakan hukum dengan tidak menciderai hak
anak, restorative justice ini dilakukan dengan jalan melakukan
diversi. restorative justice pada penanganan anak yang berkonflik
dengan hukum dapat diupayakan pada tingkat penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan melalui upaya diversi. Pelaksanaan diversi
dalam perkara anak dilakukan dengan jalan perkara anak dengan
ancaman sanksi pidana sampai 1 tahun wajib mendapat prioritas
dalam penerapan diskresi sehingga perkara anak tersebut tidak perlu
melalui - proses hukum formal. Perkara anak dngan ancaman
sanksinya melebihi 1 (satu) tahun sampai batasan di bawah 7(
tujuh) tahun dan bukan resividis maka yang diterapkan adalah
diversi dengan pendekatan keadilan restorative.'*

Mengacu  pada landasan filosofis penerapan diversi ini
yang bertujuan memberikan perlindungan bagi anak dengan
menjauhkan anak dari pidana penjara dan kurungan tentu saja

tidak dapat diterapkan secara merata.’*

Anak-anak pelaku
tindak pidana ancamannya diatas 7 tahun penjara tentu saja

diproses hukum tanpa melalui upaya diversi, hal ini menunjukan

% Tbnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma’ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai
Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan
Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, him. 115-116.

101 M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime
Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March
2019, him. 41-44.
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bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum dalam proses penyidikan belum mampu diberikan oleh
negara. Pada perkembangannya menurut Retno sudewi perkara anak
belum seluruhnya menggunakan jalan diversi, pemidanaan masih
berlandaskan pada perbuatan bukan pada kepentingan anak. **2

Kemudian dalam kenyataannya pada pelaksanaan proses
pemeriksaan, anak yang sedang berkonflik dengan hukum dipaksa
mengikuti prosedur yang lazim diikuti oleh orang dewasa. Situasi ini
memungkinkan anak berada dalam keterpaksaan dimana ia harus
melalui proses pemeriksaan yang telah menjadi kebiasaan dari
oknum  kepolisian dalam melakukan penyidikan maupun
penyelidikan dalam menangani kasus pidana. '®

Pelaksanaan penyelesaian kasus dalam kasus anak yang
berhadapan dengan hukum di Grobogan sebagian besar masih belum
diselasaikan dengan cara Alternatif Dispute Resolution (ADR)
sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat kapolri No. Pol. B/
3022/X11/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution
(ADR). Dalam Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/X11/2009/sdeops
tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), hal ini

ditunjukan dengan kenyataan bahwasannya dari 78 kasus pidana

1%25arwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System
for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue
4, December 2020, him. 377-400.

103 Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, dan Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife
Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem,
Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, him. 159.
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yang dilakukan oleh anak hanaya 2 kasus yang mampu diselesaiakan
melalaui Alternatif Dispute Resolution (ADR).***

Kasus pertama di tahun 2020 pada 12 November 2020 yang
melibatkan Danu sebagai pelaku pidana kekerasan dan Rian selaku
korban kekerasan, dimana kasus ini di selesaiakan melalui mediasi
Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang ditengahi oleh anggota
penyidik Polres Grobogan dan menghasilkan keputusan bahwa
pelaku wajib mengganti sejumalah uang terhadap korban sebesar
Rp.7.500.000,00. Pelaku pun menyanggupi. Kemudian kasus kedua
yang mampu diselesaikan melalui Alternatif Dispute Resolution
(ADR) vaitu kasus pada 2 Desember 2020 dimana kasus terkait
dengan pidana pencurian, Sarji sebegai pelaku hanya diminta
mengembalikan harta benda yang dicurinya oleh Mardi selaku
korban, hal ini dilakukan mengingat korban hidup sebagai piatu dan
orang tuannya hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga paruh
waktu.*®

Sementara itu pada Januari hingga Juli tahun 2021 pelaksanaan
Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam proses penyidikan dan
penegakan hukum pada kasus pidana yang dilakukan oleh anak di
Grobogan masih belum di temukan. AKP Eko Bambang Nurtjahyo

selaku Kasat Reskrim Polres Grobogan menyampaikan bahwasannya

104 AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Data Jumlah Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di
Wilayah Polres Grobogan, Diperoleh pada 12 Mei 2021.

105 AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Data Jumlah Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di
Wilayah Polres Grobogan, Diperoleh pada 12 Mei 2021.
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kondisi covid 19 saat ini telah membuat proses penyidikan
terkendala, hal ini dikarenakan penyidik tidak leluasa melakukan
penyidikan di berbagai wilayah sebagai akibat penanggulangan dari
pemaparan virus corona.'®

Sementara itu sebagaian masyarakat yang menjadi korban baik
berupa sesama anak maupun orang dewasa sebagian besar tidak
berkenan melakukan Alternatif Dispute Resolution (ADR).
Sementara itu keterbatasan teknologi berupa keberadaan zoom meet
membuat Alternatif Dispute Resolution (ADR) sulit dilakukan,
mengingat pelakasanaan Alternatif Dispute Resolution (ADR) secara
luring tidak memungkinkan dilakukan karena adanya virus covid
saat ini "’

Keadaan demikian jelas telah mengakibatkan terlanggarnya
amanat dari tujuan hukum pidana. Barda Nawawi menyampaiakan
bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:

a)  Perlindungan masyarakat;
b)  Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana
serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat
kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas
legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir

dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal

106 AKP Eko Bambang Nurtjahyo, loc, cit.
197 AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Lo, cit.
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pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan
pertanggungjawaban pidana.'®
Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan
orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan
hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila
yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga
negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah
mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi
menjadi 2 (dua), yaitu:'*
a)  Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi
Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang
bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk
dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam
menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak
tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua
ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
b)  Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang
melanggar hukum pidana
Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas
dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat

adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan

108 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005, him. 88.
198 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, Hal 7.
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pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan

dari tujuan pertama.

Ketidak efektivan perlindungan anak yang berhadapan dengan
hukum dalam penyidikan di Grobogan juga bertentangan dengan
tujuan hukum Islam. Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya
diatur dalam prinsip magsid al-Syariah, pada prisnsip magsid al-

Syariah dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal,

adapun lima hal tersebut adalah:**°
1)  Agama;

2)  Akal;

3) Jiwa;

4)  Harta benda;
5)  Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam
dalam hal ini adalah- mempersamakan sesuatu dengan hal yang
lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat
sebelah atau berpihak anatara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya
adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.***

Pada dasrnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil
dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan
manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan

buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-

1101 hid, hlm. 48.
Mhid, him. 51.
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sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang
menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh
maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan
perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak
sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.**?Sementara
itu Jumhur Ulama sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi
SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi
SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.™**

Anak melakukan tindak pidana karena adanya motivasi
intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak. Salah satu faktor yang
terdapat pada motivasi ekstrinsik yang mendasari Anak untuk
melakukan suatu tindak pidana. Lingkup Kabupaten terutama, Anak
akan lebih banyak melakukan tindak pidana karena suatu lingkungan
yang tidak kondusif. Wilayah kabupaten memiliki karakteristik yang
berbeda dengan masyarakat kota, jika dikota hampir keseluruhan
masyarakat memiliki pendidikan yang baik dan pada lingkup kota
juga memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai, namun
pada masyarakat kabupaten pendidikan mereka masih banyak yang
kurang. Anak-anak pada lingkup kota banyak dituntut untuk
memiliki pendidikan yang tinggi, sedangkan anak dalam lingkup

kabupaten seringkali tidak mendapatkan perhatian tentang masalah

112 Tohaputra Ahmad, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, CV. As Syifa, Semarang, 2000,
him. 185.
B1bid, him. 1072
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pendidikan mereka. Kurangnya perhatian orang tuan dan kurangnya
pendidikan mereka menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam
tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam
berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain
dalam melindungi dirinya, begitu juga dalam hal peradilan pidana
anak yang masih asing bagi mereka. Fokus utama prinsip restorative
justice untuk kepentingan dan membangun secara postif, makan anak
dan keluarga merupakan sumber utama.

Restorative Justice diupayakan, dengan alasan agar masa
depan anak tidak terganggu. Penyidik berpendapat jika anak
melakukan tindak pidana persetubuhan dan tidak di upayakan
restorative justice maka akan membahayakan korban, karena bisa
jadi korban dapat melakukan tindak pidana juga karena adanya
trauma dan depresi.  Restorative Justice ini juga melindungi
kemerdekaan Anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai

korban.

B. Kendala Dan Solusi Terkait Persoalan Pelaksanaan Diversi Dalam
Proses Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Sebagai

Wujud Dari Prinsip Restorative Justice Di Polres Grobogan
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Pada kenyataannya terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi

anak melakukan tindak pidana persetubuhan:'*

1.  Adanya Dunia Bebas;

2.  Broken home atau keluarga tidak harmonis;

3.  Banyaknya Anak Yang Akses Internet Tentang Pornografi dan
kekerasan;

4.  Anak kurang pemahaman moral;

5. Pacaran;

6.  Merasa gagah bila mampu menindas orang lain dengan kekerasan; dan

7. Pergaulan yang Salah.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas dapat terlihat bahwa
anak tidak dapat disalahkan sepenuhnya, -mengingat anak yang menjadi
pelaku pidana akibat pengaruh lingkungan masyarakat dan keluarga.

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara
ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian
pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral
(etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut,
Sacipto Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang
bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan
lingkungannya. Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan

adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku,

1% Surya, Anggota Lembaga Bantuan Hukum Grobogan, Wawancara pribadi dilakukan

pada 12 Juni 2023.
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dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di
dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah
sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum
semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun
pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada
penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya,
menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:**®
a.  Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
b.  Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.
c.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d.  Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan
pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
e.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
dan diterapkan.
Berikut adalah kendala dan solusi dalam pelaksanaan restorative justice
dalam proses penyidakan pidana yang dilakukan oleh anak:*'®
1.  Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana
Anak Melalui Restorative Justice Di Polres Grobogan

Berikut adalah beberapa kendala dalam pelakasnaan restorative

justice pada penyidikan pidana anak: **’

15 gperjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali
Press Cetakan ke 12, Jakarta, 2013, HIm. 8.

116 AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Op, cit.

17 AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Op, cit.
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Kendala Pelaksanaan Hukum

Pada kendala ini persoalan yang terjadi ialah terkait dengan
sarana dan pra sarana berupa teknologi komunikasi berbasis
digital layaknya tele conference kemudian zoom meet mengingat
saat ini merupakan era pandemik covid 19, sehingga restorative
justice baik melalui ADR atau diversi sulit dilakukan. Kemudian
sarana pra sarana berupa sistem pengawasan masyarakat guna
mencegah tindak pidana yang dilakukan oelh anak. Hingg saat ini
di wilayah Grobogan belum ada teknologi yang mampu
mengetahui adanya gejala sosial yang mampu memicu anak
menjadi pelaku pidana di masyarakat. Sehingga anak di dalam
eluarga yang berpotensi menjadi anak menjadi pelaku pidana
tidak dapat terjamah. Kemudian budaya penyidikan yang masih
berparadigma mempersamakan anatara pelaku anak dan pelaku
pidana dewasa.
Kendala Kultur Masyarakat

Pada aspek ini kendala yang mendominasi ialah budaya
orang tua pelaku yang sebagian besar melindungi anaknya dan
tidak kooperatif pada polisi yang tengah melakukan pemeriksaan
dan penyidikan. Kemudian adanya budaya ingin menang dengan
jalan apapun. Membuat kepolisian tidak jarang menghadapi
penyuapan oleh pihak pelaku agar anaknya tidak diproses hukum.

kemudian adanya persoalan berupa ketidak tepatan pelaku dalam
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memenuhi janji yang telah disepakati melalui mediasi non penal.
Hal ini membuat pihak korban tidak jarang meneruskan upaya
hukum di kepolisian. HI ini terjadi pada kasus Suheri yang terjadi
di tahun 2016 silam, Anak Suheri yaitu lan dipukuli oleh David
sepulang sekolah akibat tidak menyerahkan uang yang diminta
David, akibat pemukulan tersebut lan pun mengalami luka-luka
hingga mengalami gangguan pendengaran. Suheri selaku ayah
korban pun melaporkan perbuatan David kepada Kepolisian
Resor Grobogan. Setelah dilakukan perdamaian Stefanus selaku
orang tuan David menyetujui bahwa pihaknya akan membayar
biaya pengobatan David, setelah penanda tanganan pernyataan
bersama, belakangan Stefanus pun tidak menjalankan janjinya,
hal ini membuat Suheri melaporkan David kepada kepolian
kembali.
Solusi Pada Persoalan Ketidak Efektivan Pelaksanaan Restorative
Justice Pada Proses Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak
Sebagai negara hukum Pancasila, Indonesia memilki konsekuendi
untuk menjalankan hukum yang benar-beran mampu membhagiakan
setiap masyarakat di Indonesia dan mampu mewujudkan cita-cita
bangsa dan tujuan negara termasuk dalam hal keadilan bagi anak yang

berhadapan dengan hukum.
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Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari
negara hukum Pancasila terdiri dari:*®
a.  Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan

pada kerukunan;

b.  Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-
kekuasaan negara;

c.  Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan
merupakan sarana terakhir;

d.  Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan
negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga
berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk
didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan
Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana
yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun
1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagal sumber dari segala sumber
hukum Kaelan menyatakan bahwa:**

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada

hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum

dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber
hukum secara objektif merpakan suatu pandangan hidup,

kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhr yang
meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

281hid, him. 68-69.
119 Kaelan, op, cit, him. 77.
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Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyarakan
bahwa:'?

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem
hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan
hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum
yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum
yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan
Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan
hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh
Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan
nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro
menyatakan bahwa:***

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional indonesia adalah
Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur
masyarakat. ' Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita
bangsa yaitu masyarakat yang -adil dan makmur baik secara
materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia
seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:'??

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali
nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara
mendalam sebagail bahan penyusunan hukum nasional, jelas
merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang
sangat ironik apabila kebanyakan fulusan fakultas hukum lebih
banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup
dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa
asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan
membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:'?®

120 Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam
Dan Pembaharuan Hukum Indonesia, UNDIP, Semarang, 2013, him. 68.

“1pid, him. 69.

122 Barda Nawari Arief Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, him. 125.
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Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya
reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-
filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap
muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-
citakan.

Berkenaan dengan hukum pidana pembaharuan nilai perlu
dikembalikan pada amanat dan sudut pandang yang sesuai dengan
Pancasila. Selanjutnya terkait hukum pidana yang berlandaskan nilai
Pancasila, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:*?*

..... suatu pidana diancamkan kepada seseorang pembuat dengan
maksud agar orang banyak tidak berbuat suatu jarimah, sebab
larangan ataupun semata-mata tidak akan cukup meskipun pidana
itu sendiri bukan suatu kebaikan ataupun bukan suatu perusakan
bagi si pembuat sekurang-kurangnya. Namun hukuman tersebut
diperlukan sebab dapat membawa keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari Ahmad Hanafi terlihat jelas bahwa
hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam memberantas suatu
kejahatan, hukum pidana hanya menjadi obat terakhir dalam mengatasi
kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut Helbert L. Packer menyatakan
bahwa hukum pidana disuatu waktu dapat menjadi penjamin namun di
waktu lain dapat menjadi pengancam bagi kebebasan manusia. Hukum
pidana sebagai penjamin bila digunakan dengan hemat dan cermat serta
manusiawi dan akan menjadi pengancam bila digunakan semabarangan
dan memaksa.'?® Pendapat dari Packer tersebut memperlihatkan bahwa

hukum pidana dapat membahagiakan umat manusia namun juga dapat

menjadi bahaya bagi manusia bila salah digunakan.

122 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum, Universitas Diponegoro,
Semarang, 2013, him. 32.

2!bid, him. 71.

%1bid, him. 73.
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Berkaitan dengan pandangan tersebut Nigel Walker menyatakan

bahwa dalam menjalankan hukum pidana haruslah memiliki prinsip

pembatas yang teridiri dari:*?°

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Hukum pidana yang kemudian disingkat dengan HP tidak dapat
digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;

HP tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak
merugikan atau membahayakan;

HP tidak dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mampu
diselesaiakan dengan sarana lain yang lebih ringan;

HP tidak dapat digunakan jika memuat kerugian yang lebih besar
dari perbuatan yang hendak dipidana;

Larangan-larangan yang terdapat dalam HP jangan memuat unsur
yang lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dipidanakan;

HP jangan memuat larangan yang tidak disepkatai dan didukung
oleh publik;

HP jangan memuat larangan atau Kketetapan yang tidak dapat
dijalankan dengan baik.

Pandangan dari Walker tersebut menunjukan bahwa hukum

pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk perbuatan

penyiksaan yang melampaui batas terhadap pelakuk kekerasan seksual

126 Sri Endah Wahyuningsih, op, cit, him. 72-73.
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terhadap anak sekalipun dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan
pandangan tersebut Soedarto menyatakan bahwa:*?’

Bila membicarakan pidana maka harus membicarakan tentang
orang yang melakukan kejahatan. Orang ini adalah sama dengan
kita semua, tidak berbeda sedikitpun kecuali bahwa ia telah
melakukan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan bersalah oleh
hakim. Sehingga pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari
pembahasan menganai manusia sehingga ia tidak boleh
terpisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ialah nilai kasih
sayang

Hal inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas dengan:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya
reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-
filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap
muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-
citakan...... Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya
dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan
internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-
nilai - dan - aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam
masyarakat; nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat
bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai
hukum agama.

Guna mewujudkan berbagal penjelasan di atas Barda Nawawi

Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang

berlandaskan ide keseimbangan. Adapun konsep ide keseimbangan

dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda

Nawawi Arief mencakup:'?®

1)  Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau
umum dan kepentingan individu atau perorangan. Pada ide

keseimbangan kepentingan umum atau individu, tercakup juga

1271bid, hlm. 74.
1281hid, him. 39.
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didalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide
individualisasi pidana;

Keseimbangan natara unsur atau faktor objektif atau perbuatan
lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;
Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;

Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas
atau fleksibelitas hukum dan keadilan hukum.

Guna hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat

sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan

untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan

mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan

bermuara - pada - pidana dan pemidanaan.*

° Tahap-tahap dalam

penegakan hukum terdiri dari:**

a.

Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh
badan pembuat undang undang-undang. Tahap ini disebut tahap
kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum
pidana.

Tahap Aplikasi

21.

129 Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, Jakarta, him.

30 jlik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan,

Eksepsi dan Putusan Peradilan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, him. 391.
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Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak
hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini

disebut tahap kebijakan yudikatif.

c.  Tahap Eksekusi
Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret
oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut
tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Solusi dalam persoalan ketidakefektivan dalam pelaksanaan
restorative justice pada proses penyidikan dalamn kasus pidana anak
dilakukan dalam beberapa lapisan. Lapis pertama yaitu dengan
mengatur peraturan pelaksanaan terkait perlindungan anak yang
berhadapan dengan hukum dalam tahap proses penyidikan. hal ini agar
setiap penyidik memilikiacuan operasional yang lebih berkekuatan
hukum dan lebih mengikutidi dinamika masyarakat yang begitu
kompleks dewasa ini. Kemudian pada lapis penerapan hukum dimana
dibutuhkan sarana-dan pra-sarana yang berbasis digitalisasi untuk lebih
mengefektivkan dan mengefesienkan pelaksanaan restorative justice di
dalam proses penyidikan pada kasus pidana anak. Kemudian perlu
adanya pendekatan baru yang mampu mecegah terjadinya pidana anak.

Family model adalah merupakan kritik terhadap kedua model
sebelumnya, Family Model adalah suatu perumpamaan yang ada dalam

keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul atau jefer
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namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai
orang jahat yang khusus (special criminal people). Demikian pula
terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai special
criminal people yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat
namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Dengan Demikian
apabila kita bandingkan dengan Battle Model yang menganggap bahwa
criminal pada hakekatnya enemy of society atau musuh dalam
masyarakat dan fungsi dari pidana adalah Xile Of Offender atau
pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar
dalam Battle Model itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam
family model dimana fungsi punishment adalah sebagai Oppealing
capacity Of Selft-Control atau berusaha mengendalikan agar supaya ia
mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam
kerangka kasih sayang keluarga (contitium of love).*** Model ini telah
lama dilakukan di Jepang dimana polisi sebagal penegak hukum selalu
melakukan kunjungan rutin dari rumah ke rumah untuk emamastikan
tidak adanya Tindakan yang membuat anak menjadi rusak mentalitasnya
sehingga menjadi anak yang berhadapan dengan hukum kelak.**? Model
ini pada dasarnya juga diamanatkan dalam Pancasila yang terlihat dalam
Sila Pertama, Kedua, Ketiga, dan Kelima. Hal ini terlihat dalam

penjelasan dari Yudi Latif tentang Pancasila.

31 John Graffithst, Ideology in Criminal, The Yale Law Journal Volume 79 Number 3
Januari 1970, him. 371-372.
132 John Graffithst, Loc, cit.
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Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait
Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang
ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-
royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila
yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:**

(1) Prinsip Ketuhanan
Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong
artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta
toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan
suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling
menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang
lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep

Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai

Ketuhanan yang Berkebudayaan.

(2) Prinsip Internasionalisme
Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong

menurut  Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang

berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip

3% yudi Latif, Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, him. 9-10. Pandangan terkait nilai gotong-royong yang
terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari  Magnis-Suseno yang
menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia

karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan

ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa
adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber
Hukum, Diakses melalui
portalgaruda.org/article.php?... PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari
2018.
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internasionalisme yang ada akan selalu menjunjunga perdamaian
serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai
dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh
Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.
Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong
menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan
persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata
lain mampu mewujudkan Bhineka Tunggal lka. Pandangan ini
sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.
Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut
Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah
untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan
kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite
penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila
Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.
Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-
royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan
melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor
ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga

kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang
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berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta
etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep

Pancasila Soekarno.

UNISSULA
atllal) £l leluinaa




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pelaksanan diversi dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak
pidana anak sebagai wujud dari prinsip restorative justice di Polres
Grobogan belum mampu berjalan efektiv, hal ini ditunjukan dengan
hanya ada dua kasus di tahun 2020-2021 yang dilakukan sistem diversi
dalam proses penyidikan terhadap pidana yang dilakukan oleh anak.

kendala dan solusi dalam pelaksanan diversi pada proses penyidikan
terhadap perkara tindak pidana anak sebagai wujud dari prinsip
restorative justice di Polres Grobogan ialah kurangnya sarana dan pra-
sarana, belum adanya peraturan pelaksana terkait pengawasan
perlindungan anak dalam penyidikan, adanya fakta bahwa orangtua
pelaku menghalagi penyidikan akibat tidak ingin anaknya dipenjara, dan
adanya penyimpangan hasil mediasi non-penal oleh keluarga pelaku yang

dapat merugikan korban.

B. Saran

1.

Perlu adanya aturan pelaksana terkait sistem pengawasan perlindungan
anak berhadapan dengan hukum dalam tahapan penyidikan serta aturan
terkait pelaksanaan restorative justice melalui mediasi non penal yang

jelas dalam tahap penyidikan.
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Perlu adanya pemenuhan sarana dan pra-sarana informasi dan
komunikasi di setiap institusi kepolisian guna menunjang pencegahan
dan penindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Perlu adanya sosiasi terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat
pedesaan yang notabennya masih awam dan minim pengetahuan serta

informasi terkait kekerasan dan tindak pidana anak
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